BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan Pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) yang menyatakan bahwa (1) setiap Warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 prosen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Demikian pula UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pemerintah telah menjabarkan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk pembangunan pendidikan periode 2016-2021 yaitu untuk menguatkan pelayanan, menitik beratkan pada rasio kebutuhan dan kesediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal agar mutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya saing dengan penggunaan strategi milestone peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas.

Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki daya topang pada aspek pendidikan, telah melaksanakan konsep pendidikan untuk semua (Education For All) yang menyentuh level usia masyarakat Kabupaten OKU Selatan dari nol sampai dengan angka harapan hidup. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten OKU Selatan diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai prioritas sampai dan diawali dengan perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu yang semakin baik (kompetitif). Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi ke-3, menuntut pembangunan pendidikan memfokuskan program pada pendidikan budi pekerti, pendidikan yang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah. Tidak hanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi juga membangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutu lulusannya mampu menjadi tenaga kerja yang siap pakai, produktif, cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan taqwa.

Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti (akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda sebaya, berpengaruh terhadap menurunnya kualitas pendidikan. Demikian pula tuntutan masyarakat yang serba membutuhkan data dan informasi yang cepat, akurat, dan transparan, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten OKU Selatan, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2019 yang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten OKU Selatan jangka panjang (RPJP). Selain itu diselaraskan pula dengan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah yang menekankan pada 3 pilar (tantangan utama) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan 5 tahun kedepan yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Agar tujuan Rencana Kerja Pendidikan dicapai dengan efektif maka pengembangan program perlu didasarkan pada persoalan-persoalan prioritas yang secara substantif memiliki peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian visi Kabupaten OKU Selatan ”Terwujudnya Kabupaten OKU Selatan yang ”Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju dan Adil”” dipandang perlu mengembangkan program-program yang bersifat inovatif.

Adapun sasaran pendidikan yang akan dijabarkan di Kabupaten OKU Selatan mememiliki tiga unsur yang terdapat pada visi kabupaten OKU Selatan sebagai daerah yang bermartabat, religius, Maju dan Aman. Ketiga visi tersebut mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembangunan dan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten OKU Selatan periode tahun 2019 diharapkan menghasilkan insan-insan yang memiliki tingkat kecerdasan dan karakter yang berlandaskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki oleh setiap insan. Oleh karena itu perlu disusun kerangka program pendidikan yang utuh dan rinci dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Kabupaten OKU Selatan periode Tahun 2019.
1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
11. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

12. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
13. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
14. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
16. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah

19. Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah

20. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah
21. Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2012 nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kebupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh potensi kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten OKU Selatan baik sektoral maupun lintas sektor berkenaan dengan fungsi-fungsi pendidikan. Renja sebagai pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan pembangunan pendidikan serta pelaksanaan pelayanan publik di daerah.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah merupakan dasar pembangunan Pendidikan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016-2021, hanya dibatasi pada kebijakan desentralisasi sesuai dengan semangat otonomi daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019, sebagai berikut :
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